
l. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1995 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat Tl Kendari 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 
44, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3602); 

3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaima.na 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pen.eta.pan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun. 2022 tentang Cipta Kerja. Menjadi Undang­ 
Undang (Lembaran Negara. Republik Indonesia Tahun 
2023 Nornor 41, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

Mengingat 

bahwa untuk rnclakeanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan 
Menteri Dalam Negerl Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan 
Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wall 
Kota tentang Pengangkatan, Penempatan dan Pemberhentian 
Pejabat Pengelola dan Pegawai yang Berasal dari Tenaga 
Profesional Lainnya Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit 
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kata 
Kenda.ri; 

Menimbang 

WALl KOTA KENDARI, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PENGANGKATAN, PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT 
PE:NGELOLA DAN PE:GAWAl YANG BERASAL DARI TENAGA 

PROFESJONAL LAJNNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM 
UNfT PELAKSANA TE:KN(S DAERAH DAERAH PUSAT 

KESEHATAN MASYARAKAT KOTA KENDARl 

PERATURAN WALi KOTA KENDARJ 
NOMOR 4!2. TAHUN 2023 

TENT ANG 

PROVTNST SULAWESI TENGGARA 

WALi KOTAKENDARI 

' 



Pasal l 
Dalam Peraturan Wall Kota ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kota Kendari. 
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kota Kendari. 
3. Wall Kota adalah Wall Kota Kota Kendari. 
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan 

Kot.a Kendari, 
5. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah 

Kepala Dinas Kesehat.an Kota Kendari. 
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD adalah 

sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah 
dalam membertkan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai 
fieksibilitas dalaro pola pengelolaan keuangan sebagai pengecuallan dari 
ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. 

7. Unit Pelaksana 'I'eknis Daerah yaog selanjutnya disingkat UPTD adalah 
organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 
kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. 

8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut sebagai Puskesmas 
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya 
kcschatan masyarakat dan u paya kesehatan perseorangan tingkat 
pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preverrtif, 
untuk mencapai derajat keseharan masyarakat yang setinggi-tingginya di 
wi.layah kerjanya. 

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara 
Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN 
secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk mendudukijabatan 
pemerintahan. 

10. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuan.gan dengan 
rnenerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan 
kepada masyarakat tan pa mencari keuntungan dalam rangka memajukan 
kesejahteraan urnum dan mencerdaskan kebidupan bangsa. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN WALL KOTA TENTANG PENGANGKATAN, 
PENEMPATAN DAN PEMBERHENTIAN PEJABAT PENGELOLA 
DAN PEGAWAI YANG BERASAL DARl TENAGA PROFESlONAL 
LATNNYA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNlT 
PELAKSANA TEK.N1S DAERAH PUSAT KESEHATAN 
MASYARAKAT KOTA KENDARI 

Menetapkan 

Ml!.:MUTUSKAN ; 

4. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 79 Tahun 2018 
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 457); 
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Pasal 4 
{1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas: 

a. pemimpin; 

Pasal3 
(l).BLUD UPTD Puskesmas dapat rnengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai 

BLUD UPTD Puskesmas dari profesional lainnya. 
(2) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagairnana dimaksud pada 

ayat [ 1} bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, 
pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD lJPTD Puskesmas 
dalam pernberian layanan. 

(3) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD UPTD 
Puskesmas. 

(4) Pengangkatan profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan 
keuangan dan berdasarkan. prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam 
meningkatkan pelayanan. 

(5) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Pu.skesmas yang berasal dari 
profesional Jainnya sebagaimana dima ksu d pad a aya t ( 1 ) dipekerjakan 
secara kontrak. 

Pasal 2 
Ruang lingkup Pera tu ran W a1i Kota ini melipu ti: 
a. Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesrnas yang berasal dari profesional 

lainnya; dan 
b. Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya. 

11. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi 
berdasarkan kaidah-kaidah manajernen yang baik dalarn rangka 
pernberian Iayanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. 

12. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah adalah Pi.mpinan BLUD 
yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasionaJ Sadan Layanan 
Umum Daerah yang terdiri atas Pernimpin , Pejabat Keuangan, dan Pejabat 
Teknis. 

13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah lang selanjutnya clisingkat PPKD 
adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melalsanakan pengelolaan 
APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah, 

14. Profesional lainnya adalah tenaga yang telah memenubi persyaratan yang 
ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan 
ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan sumber daya 
manusia pada BLUD UPJ'D Puskesmas. 

15. Pegawai BLUD UPI'D Puskesmas adalah pegawai yang berasal dari 
profesional lainnya yang bekerja untuk jangka waktu tertentu dan 
berdasarkan kesepakatan antara pekerja orang perorangan dan RLUD 
UPl'D Puskesmas. 

16. Kontrak adalah perjanjian kerja dengan jangka waktu tertentu antara 
pekerja dan pernberi kerja yang memuat hak dan kewajiban 
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Pasal 6 
(1) Pengadaan Pemimpin Rl,UD UPTD Puskesmas dilakukan melalui 

rnekanisme seleksi terbuka atau ditunjuk oleh Wah Kata. 
(2) Pengadaan pejabat teknis dilakukan melalui assessment dan diusulkan 

oleh pcmimpin u.ntuk ditctapkan olch Wali Kota. 
(3) Pelaksanaan seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh 

panitia seleksi yang ditetapkan dengan Kepurusan Wali Kata. 
(4) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas: 

a. Menyusun pedoman penyelenggaraan seleksi; 
b. Menentukan persyaratan, 
c. Menentukan tempat atau jadwal seleksi; 
d. Menyelenggarakan seleksi; 
e. Memeri.ksa dan menentukan basil ujian; dan 
f. Melaporkan hasil seleksi kepada Wali Kota. 

(5) Penunjukkan langsung Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat [I] 
dilaksanakan untuk mengisi kekosongan Jabatan Pemirnpin dalarn ha! 
pelaksanaan seleksi terbuka belum dapat dilaksanakan. 

Bagian Kesatu 
Pengadaan 

OAB ill 
PENGELOLAAN PEJABAT PENGELOLA DAN PEGAWAl BLUD UPTD 

PUSKESMAS DARJ PROFESIONAL LAINNYA 

Pasal 5 
(1) Pengelolaan Pejabat Pcngelola dan Pcgawai yang berasa1 dari tenaga 

profesional lainnya terdiri atas: 
a Pengadaan; 
b. Persyaratan; 
c. Pengangkatan; 
d. Penempatan; 
e. Batas Usia; 
f. Masa Kerja; 
g. Hak dan kewajiban; dan 
h. Pemberhentian. 

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dilakukan dengan 
prinsip netral, objektif, akuntabel, bebas dan terbuka. 

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesua.i 
kemampuan keuangan BLUD UPTD Puskesmas. 

b. pejabat keuangan; dan 
c. pejabat teknis. 

(2) Pejabat keuangan sebaga.imana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus 
dijabat oleh PNS. 

(3) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada 
ayat ( 1) dalam melaksanaka.n tugas berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

• 4 • . , 



Pasal 9 
Persyaratan pengangkatan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas dari profesional 
lainnya sebagai berikut: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukurn tetap karena 
melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 

c. tidak pernah diberhenrikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau 
pegawai swasta; 

d, berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun clan paling tinggi 60 
(enam puluh) tahun; 

e. Pengaogkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya berusia 
paling tinggi 60 (enam puluh) t.ahun; 

f. mem-punyai kecakapan, keah.lian, dan keterampilan sesuai dengan posisi 
jabatan yang diperlukan; 

g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian; 

h, sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat 
dari Dokter Instansi Pernerintah: 

i. t.idak berkedudukan sebagai Anggota dan(atau pengurus Partai Politik 
yang dibuktikan dcngan Surat Pcrnyataan; 

J- lulus uji kelayakan (Fit and Proper Test); 

Bagian Kedua 
Persyaratan 

Pasal 8 
Pengadaan Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang 
berasal dari profesional lainnya dilaksanakan sesuai dengan jurnlah dan 
komposisi yang telah disetujui PPKD. 

Pasal 7 
(I) Pemimpin berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dari 

profesional lainnya sesuai dengan kebutuhan, bertlasarkan analisis 
kebutuhan yang meliputi jurnlah, jenis dan kualifikasi Sumber Daya 
Manusia serta kemampuan keuangan BLUD UP'l'D Puskesmas. 

(2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada 
Wali Kota melalui instansi yang membidangi kepegawaian. 

(3) Pemimpin melaksanakao pengadaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas dari 
profesional lainnya melalui seleksi penerimaan. 

(4) Dala.m hal pclaksanaan sclcksi pcncrimaan bclum dapat dilaksanakan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pernimpin BLUD UPTD Puskesmas 
rnelakukan pengadaan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas rnelalui 
penunjukkan langsung. 

(5) Seleksi penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan 
oleb ti:m pelaksana seleksi penerimaan yang ditetapkan dengan Keputusan 
Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas. 

• 
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Pasal 11 
Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar Pegawai BLUD UPTD 
Puskesmas dad profesional lainnya sebagai berikut: 
a Warga Negara Indonesia; 
b. tidak pernah dihukurn penjara atau kurungan berdasarkan putusan 

pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena 
melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 

c. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan belas tahun] pada saat seleksi 
penerim.aan dan setinggi-tingginya 50 (lima puluh) tahun; 

d. batas usia tertinggi scbagaimana dimaksud pada huruf c tidak berlaku 
bagi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan. 

e. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas perrnintaan sendiri 
sebagai Pegawai Nege:ri atau diberhentikan tidak dengan honnat sebagai 
pegawai swasta; 

f. mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keteram.pilan yang 
diperlu.kan; 

g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian (SKCKI; 

h. sehat jasrnani dan rohani yang dibuktikan dengan surat Keterangan Sehat 
dari Dokter Instansi Pernerintah; 

i. tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau pengurus Partai Politik 
yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan; 

Pasal 10 
Persyaratan yang harus dipenuhi setiap pelamar Pejabat Teknis BLUD UPTD 
Puskesmas dari profesionaJ !ainnya sebagai berikut: 
a. Warga Negara Indonesia; 
b. berusia serendah-rendahnya 18 (delapan betas tahun] pada saat seleksi 

pene:rimaan dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun; 
c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan keputusan 

pengadilan yang sudah mernpunyai kekuatan hukum yang tetap, karena 
melakukan suatu tindak pidana kejahatan; 

d. tidak pemah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri 
sebagai Pegawai Negeri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
pegawai swasta; 

e. rnempunyai pendidikan, kecakapan, keah!ian dan keterampilan yang 
diperlukan; 

f. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan 
Kepolisian; 

g. sehatjasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat 
h. Keterangan Sehat dari Dokter !nstansi Pemerintah; 
i. tidak berkedudukan sebagai anggota dan/atau pengurus Partai Politik 

tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pemyataan; dan 
j. syarat lain yang dit.etapkan oleh Pemimpin DLUD UPTD Puskesmas. 

k. memenuhi syarat dan ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan Pejabat 
Pengelola yang ditentukan oleh Panitia Seleksi kecuali untuk Pemimpin 
yang ditunjuk langsung oleh Wali Kota. 

• 
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Pasal 16 
(1) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya 

diangkat secara .kontrak untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, 
clan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan 

(1) Pejabat Pengelola BLUD UP'l'D Puskesmas yang berasal dari profesional 
lainnya diangkat untuk masa jahat.an paling lama 5 (lima) tahun, dan 
dapat diangkat kembali untuk l (satu) kali periode masa jabatan 
berikutnya sesuai dengan kebutuban dan berdasarkan penilaian kinerja. 

(2) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling 
tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun. 

Bagian Kelima 
Batas Usia dan Masa Kerja 

Pasal 15 

Pasal 14 
( 1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan 

Pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 
dan Pasal 13 berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis Yang 
Sebat. 

(2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 J berupa pengetahuan, 
keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi 
dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya. 

Pasal 13 
Penempatan Pegawai BLUD UJYl'D Puskesmas yang berasal dari profesional 
lainnya ditempatkan sesuai dengan Keputusan Wali Kota tentang 
Pengangkatan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas. 

Bagian Keempat 
Penempatan 

Pasal 12 
(1) Pejabat Pengelola BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional 

lainnya diangkat oleh WaU Kata serta ditetapkan dengan Keputusan Wali 
Kota. 

(2) Pegawai BLUD UPTD Puskesrnas yang berasal dari profesional lainnya 
diangkat oleh Wali Kota serta ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota 
berdasarkan usulan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang disampaikan 
melaJui SK.PD yang membidangi kesehatan, 

Bagian Ketiga 
Pengangkatan 

J- persyaratan lain sesuai kebutuhan lowongan jenis pegawai yang ditetapkan 
oleh Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas. 

• 
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Pasal 19 
(1) Pejabal Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas clapat 

melaksanakan perjalanan dinas ke luar daerah dan/ atau dalam daerah. 
(2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksaoakao 

dalam keadaan yang sangat penting dan selektif yang berkaitan langsung 
dengan kepentingan kedinasan dan tugas serta tanggungjawab. 

(3) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesrnas yang berasal dari 
profesional lainnya yang mclaksanakan pcrjalanan dinas sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya perjalanan dinas. 

Pasal 18 
(1) Setiap Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang 

berasal dari profesional lainnya berhak mendapatkan cuti. 
(2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (ll diberikan kepada Pejabat 

Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari 
profesional lainnya sesuai dengan Peraturan Pemimpin BLUD UPTD 
Puskesmas. 

(3) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan Pemimpin BLUD 
UPTD Puskesrnas dengan ketenruan tidak mengganggu kepentingan 
kedinasan dan/atau pe1ayanan. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai cuti Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 
UPTD Puskesmas diatur Jebih lanjut dalam Peraturan BLUD UP'l'D 
Puskesmas. 

Pasal 17 
(l} Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari 

profesional iainnya diberikan gaji yang besarannya disesuaikan dengan 
kemampuan keuangan BWD UPTD Puskesmas. 

(2) Selain gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (lJ dapat diberikan 
penghasilan tarnbahan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD UPTD 
Puskesmas. 

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD 
lJPTD Puskesrnas diatur lebih lanjut dalam Keputusan BLVD UPTD 
Puskesmas. 

Paragraf 1 
Hak 

Bagian Keenam 
Hak dan kewajiban; 

penilaian kinerja dengan perpanjangan kontrak diJalrukan setiap akhir 
tahun masa kontrak. 

(2) Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya 
yang diangkat secara kontrak dapat diperkerjakan sampai dengan usia 
paling tinggi 55 (lima pulub lima) tahun, kecuali bagi tenaga medis atau 
tenaga kesehatan. 
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Pasal 21 
(1) Pemberhentian terbadap Pejabat Pengelola dan Pegawal BLUD UPTD 

Puskesmas yang berasal dari profesional lainnya dapat dilakukan melalui: 
a. pemberhenuan dengan hormat; atau 
b. pemberhentian tidak dengan hormat. 

(2) Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
a dilakukan apabila: 
a. meninggal dunia; 
b. berakbir masa kerja; 
c. mengundurkan diri; 
d. menderita sak:it menetap yang rnenyebabkan Pegawai yang 

Bersangkutan tidak mampu untuk melaksanakan pekerjaaa sehari­ 
bari; 

e. tidak memenuhi target kinerja yang telah ctisepakati; dan / atau 
f. ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan harus 

melepaskan jabatannya. 

Bagian Kedelapan 
Pemberhentian 

Pasal 20 
Kewajiban Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesroas yang 
berasal dari profesional lainnya sebagai berikut: 
a. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang dasar Negara Rcpublik 

Indonesia Tahun 1945, Nagara Kesatuan Republik Indonesia dan 
Pemerintah yang sah; 

b. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa; 
c. Melaksanakan kebijakan yang dirurnuskan pejabat pemerintah yang 

berwenang; 
d. Menaati ketentuan peraturan perundang-undangan; 
e. Melaksanakan tugas dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan 

tanggung jawab; 
f. Menunjukan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan daa 

tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun luar lingkungan 
kerja; 

g. Memimpin mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan 
mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya; 
dan 

h. Menyimpan rahasia profesi, rahasia jabatan dan rahasia Negara serta 
hanya mengemukakao rahasia berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Paragraf 2 
Kewajiban 

(4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu 
pada Peraturan Wall Kota yang mengatur Standar Satuan Harga, 
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Pasal 24 
Peraturan Wali Kata ini rnulai berla.ku pada tanggal diundangkan. 

BABV 
PENUTUP 

Pasal 23 
( 1) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD UPTD Puskesmas yang berasal dari 

profesianal lainnya dilakukan penilaian kinerja. 
(2} Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar 

pemberian penghargaan atas prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, 
pengabdian, pengalaman dan syarat-syarat obyektif lainnya. 

(3) Penilaian k.inerja pada Pejabat Pengelala BLUD UP'l'D Puskesmas 
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Wali Kata melalui 
instansi yang membidangi kesehatan. 

(4) Penilaian k.inerja Pegawai BLVD UPTD Puskesmas yang berasal dari 
profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh 
Pemimptn BLUD UPTD Puskesmas. 

BAB IV 
PENILAIAN KlNERJA 

Pasal 22 
( J) Pember hen tian Pejabat Pengelola BLU D lJPTD Puskesmas yang berasal dari 

profesional lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayal (l) 
ditetapkan olch Wali Kata. 

(2) Pemberhentian Pegawai BLUD UPrD Puskesmas yang berasal dari 
profesional lainnya sebagairnana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (]) 
ditetapkan oleh Wali Kota. 

(3) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
huruf b dapat dilakukan apabila: 
a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusao pengadilan 

yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kareoa melakukan tindak 
pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan / atau 
pidana urnum; 

c. Menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; 
d. Dihukum penjara berdasarkan putusan pcngadilan yang tolah 

memiliki kekuatan hukurn tetap karena melakukan tindak pidana 
dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang 
dilakukan secara berencana; atau 

e. Pada waktu melamar dengan sengaja memberikan keterangan atau 
bukti yang tidak benar. 

• 10 · .. 
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Diundangkan di Kendari 

pada tanggal l - fl , 2023 
SEKRETARIS DA.BRAH 

Ditetapkan di Kendari 
pada tanggal f - II - 2023 
Pj. W NDARI, 

~~ 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Betita Daerah Kota Kendari. 

·11 · 
. ; 


	001.pdf (p.1)
	002.pdf (p.2)
	003.pdf (p.3)
	004.pdf (p.4)
	005.pdf (p.5)
	006.pdf (p.6)
	007.pdf (p.7)
	008.pdf (p.8)
	009.pdf (p.9)
	010.pdf (p.10)
	011.pdf (p.11)

